Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

bahwa dalam rangka pelaksancan Undang-Undang Nomeor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

bahwa untuk menindaklanjuti Percturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerch tersebut, maka
cipandang perlu melakukan penataan kembali terhadcep Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;

bahwa wuntuk maksud huruf b diatas, periu penetapan kembali
Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisis Pamong Praja
Kabupaten Sanggau dalam suatu Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kaimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9 } sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820 );

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tenftang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3044 ), sebagaimana telah divbah dengan Undeng-Undang Nomor 43
Tahun 1999, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 ientang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tfentang Pembeniukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
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Menetapkan

i0.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tuambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undong Nomor 32 Tahun 2004 teniang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang ( Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 };

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antarc Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Nagar
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 112. Tambahan Llembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4428);

JPeraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun

2005 Nomor 1465, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomar 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan  Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor £2 Tuambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41  Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741 );

. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataar. Organisasi Perangkat Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Kevangan Daerah;

. Peraturan Daerch Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.
C.

d.

Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

Kepaola Daerah adalah Bupati Sanggau;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalch lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerch;

. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dan DPRE menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalem Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pemerintah Daeran adclah Gubernur, Bupatl atau Walkoia dan Perangkat Daerah
sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;

Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupataen Sanggau;

Satuan Polisi Pamong Praja adalah  unsur  Pelaksana  Pemerintah Daerch dalam
memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah:
Desentralisasi adaulah peyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada
Daerah Otonom wuntuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam  sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa
dan darn Pemerintah Propinsi  kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa  serfa dari
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu;
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah ofonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri  urusan pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setermnpat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural;

Kelompok Jabatan fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipill dalam satuan-satuan organisasi yang

dalarn pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlion dan atau keterampilon ftertentu
serta bersifat mandiri.

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.

BAB llI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi satuan Polisi Paumong Fraja terdiri dan :

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha:;

c. Seksisebanyak-banyaknya 3 {figa) seksi; dan
d. Kelompck Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, jumlahnya ditentukan berdasrkan analisis beban kerja
dan peraturan yang beraku;

(3) Struktur organisasi, ‘tata kerja. rincian fugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Prajo

ditetopkan dengan Peraturan Kepala Doerah.
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BAB IV
KEDUDUKAN, TUCAS DAN FUNGS!
rfasdal 4

(1) Satuan Polisi Pamong Praja  merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh secrang kepala;
Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertinan
umum serta menegakan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan
Kepala Daerah serta kebijakan Kepala Daerah:;

Pasal &

v

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanu dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Satuan

Polisi Pamong Praja rmempunyai fungsi;

a. Penyusunan prograr dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

di daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah;

Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelengaraan ketenlraman dan ketertiban

umum serta penegakan Perfuran Daerah, Peraturan Kepala daerah dan Keputusan Kepala

Daerah dengan aparat Kepolisian Negara. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau

aparatur lainnya;

e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah,

' Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

f.  Pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan
dan tanggung jawabnya.

b

BAB V
KELONPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional terfenfu
sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Fasal 3

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing sesuai dengan
kebutuhan.

Pasal ¢

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yong berada dibawah dan berfanggung
jawab kepada Kepala Satuan Polisi Parnong Praja:;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat

dibagi ctas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kera dan
keahliannya;

(3) Pembincan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai cdengan  peraiuran
perundang-undangan yang berlaku;
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BAB V!
TATA KEKJA
Pasal 10

(1) Daiom menjalankan tugasnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bagian,

Kepala Sekd dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sirkronisasi;

(2) Setiap pimpinan satu organisasi dalam Llingkungan Satuan  Polisi Pamang Praja
bertanggung jawak memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta
memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk baaagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

(1) Setiap dalam satuan arganisai wdjib mengikuli dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala
tepat pada waktunya;

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya waijib
diolah dan dipergunakon sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk-petunjuk bagi bawahannya.

Pasal 12

Apabila Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas
Fepala Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah dengan memperhatikaan Daftar Urut Kepangkatan.
BAB VII
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan siruktural eselon Ii.a;

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
Pasal 14

(1) Kepala Satuan Polisi Pemang Praja diangkat dan diberhentikan oleh Kepalga Daerah dari
Pegawai Negeri Sipil yang memnuhi syarat;

(2) Pejabat struktural eselon IV dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat dan
diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewewenagan dari Kepala Daerah;

(3) Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Il dan v dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja,
mempertimbangkan syarat dan kompetensi jabatan yany telah ditetapkan berdasarkan
hasil analisis jabatan dan percturan yang beriaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikelurkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan 3elanja Daerah.,
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daecrah ini yang bersifat teknis administrative diatur
kemudian dengan Peraturan Kepcla Daerah.

BAB x
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturaan dan ketentuan yang

mengatur mater yang sama dan catau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidak berlaku lagi:

{2) Satuaan Polisi Pamong Praja yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus sudah
efektif melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya

Peraturan Daerah ini.
BAB XI
PENUTUP
Pasal 18
PERATURAN Daerah ini mulai berlaku pada tanagai divndangkan.

Agar setfiap orang dapat mengetahuinya, memerintankan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di  : Sanggau
Fada tanggal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU,

Tta
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 28 Januar 2008

SEKRETARIS DAERAH KABURATEN SANGGAU,
-~

F. ANDENG SUSEMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 23
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BAB IX
KETENTUAM LAIN-LAIN
Pusal 16

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis administrative diatur
kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB x
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturaon dan ketentuan yang

mengatur materd yang sama dan aiau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidck beraku lagi;

(2) Satuaan Polisi Pamong Praja yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus sudah
efektif melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 1 [satu) tahun setelah berlakunya

Peraturan Daerah ini.
BAB X!
PENUTUP
Pasal 18

PERATURAN Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerch
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tangaal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU,
Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal . 28 Januari 2008

SEKRETARIS DACRAH KABUPATEN SANGGAU,
Tid
F. ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 23

Uniuk salinan yang stih sesuai dengan aslinya

Drs. F. ANDENG SUSENO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010091997
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